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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemungutan Pajak Reklame di Badan 

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Efektif/ tidak Efektif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Badan 

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Periode 2015-2021. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka, 

sampel yang digunakan laporan target dan realisasi penerimaan pajak Periode 2019-

2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode Analisis Komparatif. Metode 

penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, dimana proses menganalisa 

perhitungan yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 

terkait tentang pemungutan pajak reklame yang efektif/tidak efektif. Hasil pembahasan 

dapat diketahui bahwa pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah 

Kota Palembang sudah terealisasi dengan baik. Berda lsa lrka ln ha lsil perhitungaln ra lsio 

efektifitals da lri talhun 2019-2021 penerima laln pa lja lk reklalme ya lng sa lnga lt efektif alda llalh 

pa ldal talhun 2021 denga ln persentalse 127,44 % (salnga lt efektif). Ha lsil ini menunjuka ln 

ba lhwa l talrget ya lng direa llisalsika ln oleh pemerintalh telalh tercalpa li balhka ln melebihi da lri 

talrget ya lng diinginka ln. Pa lda l 2019 penerimala ln pa ljalk reklalme efektif denga ln persentalse 

97,81 %. Seda lngka ln penerimala ln pa ljalk reklalme ya lng tida lk efektif alda llalh palda l talhun 

2020 denga ln persentalse 61,03% (tidalk efektif). Ha lsil ini menunjukaln ba lnwa l pa ldal ta lhun 

2020 reallisa lsi belum mencalpa li talrget ya lng dinginka ln. 

Kata kunci: Pajak Reklame, Pemungutan Pajak 

 

ABSTRACT  
This study aims to determine the collection of billboard tax at the Palembang City Regional Tax 

Management Agency is effective / ineffective. The population in this study is the target report 

and realisation of local tax revenue at the Palembang City Regional Tax Management Agency 

for the 2015-2021 Period. The sampling technique in this study used documentation techniques 

and literature study, the sample used was the target report and the realisation of tax revenue for 

the 2019-2021 period. The data analysis technique used is the Comparative Analysis method. 

This research method uses a quantitative method approach, where the process of analysing 

calculations that have been carried out by the Palembang City Regional Tax Management 

Agency regarding effective / ineffective billboard tax collection. The results of the discussion 

can be seen that the collection of billboard tax at the Palembang City Regional Tax 

Management Agency has been well realised. Based on the results of the calculation of the 

effective ratio from the 2019-2021 year, the most effective billboard tax realisation was in the 

2021 year with a percentage of 127.44% (highly effective). This shows that the talrget realised 

by the government has exceeded the desired talrget. Paldal 2019 paljalk reklalme 

implementation is effective with a percentage of 97.81%. Meanwhile, the ineffective 

implementation of the reclamation plan is the goal for the 2020 fiscal year with a percentage of 

61.03% (ineffective). This shows that the realisation of the 2020 Talhun Paldal has not yet met 

the desired target. Keywords: Billboard Tax, Tax Collection 
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PENDAHULUAN  
Dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia, maka pajak menjadi salah 

satu sumber pendapatan dalam meningkatkan perekonomian. Pajak merupakan 

pungutan wajib yang harus di bayar masyarakat untuk negara atau pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat di hindari yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan. Pemungutan pajak dari masyarakat diatur dalam Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan 

Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, di mana daerah diberikan 

kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pengawasan keuangan 

daerah. Atau dengan kata lain daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya  untuk 

mencapai perencanaan yang di harapkan, yang di mana otonomi daerah memiliki peran 

sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi 

dan kepentingan daerah itu sendiri. 

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial, sektor pajak 

merupakan pilihan yang sangat tepat. Selain jumlahnya yang sangat relatif stabil juga 

merupakan cerminan partisipasi aktif bagi masyarakat dalam membiayai pembangunan. 

Dan salah satunya adalah pembiayaan terselenggaranya roda pemerintahan dan 

pembangunan di Kota Palembang, yaitu di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) 

Kota Palembang sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekota Palembang 

dalam melakukan tugasnya. 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

setiap bentuk kegiatan yang mempunyai tujuan guna memperkenalkan produk barang 

atau jasa dan hal lainnya untuk menarik perhatian banyak orang. Seiring dengan 

semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame, karena salah satu pemasaran sebuah 

industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan 

Pajak Reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi 

perlu dilakukan pemungutan secara efisien dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan 

dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. 

Dari tahun ke tahun target pendapatan semakin meningkat, di karenakan semakin 

banyaknya perusahaan/instansi yang menggunakan reklame namun tidak sedikit pula 

yang tidak melakukan pembayaran pajak, sehingga terjadi penumpukan pajak reklame 

yang telat bayar. Padahal pemerintah telah mengupayakan untuk menggerakan seluruh 

elemen penggerak dalam melaksanakan pemungutan pajak yang menjadi suatu 

kebijakan untuk meningkatkan pemasukkan pendapatan daerah yang terdapat pada 

Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Walikota Palembang 18 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Mekanisme dan 

Prosedur Penetepan Pemungutan Pajak Reklame Bab XI tentang Tata Cara Pemungutan 

Pajak. Hal ini akan berdampak pada pendapatan asli daerah, karena target pendapatan 

tidak sesuai dengan realisasi penerimaan. 

Pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 

menggunakan official assesment system, artinya sistem pemungutan pajak yang 

membebankan wewenang menentukan besarnya pajak terutang pada aparat perpajakan 

sebagai pemungut pajak, sehingga petugas pajak diharapkan mampu untuk 

meningkatkan jumlah wajib pajak reklame. 
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Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak reklame di Badan 

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yaitu : Masih banyak wajib pajak reklame 

yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga wajib pajak tidak melaporkan SPTPD tepat 

waktu, Banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai tarif yang sudah di 

tetapkan dalam surat ketetapan pajak daerah, Banyak pemasangan objek pajak reklame 

liar tanpa izin dan juga tidak mengurus pajak, Masih rendahnya regulasi atau peraturan 

yang dilakukan di badan pengelolaan pajak daerah kota palembang.  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu : Bagaimana target dan realisasi pemungutan pajak reklame di 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang; Apakah pemungutan pajak reklame 

di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sudah efektif/belum efektif; 

Bagaimana faktor-faktor pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Palembang.  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui target dan 

realisasi pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 

Palembang; Untuk mengetahui apakah sudah efektif pemungutan pajak reklame di 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang; Untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah 

Kota Palembang. 

 

KAJIAN TEORI  
Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara. Semakin banyak 

orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang 

akan di bangun. Oleh karena itu pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara. 

Pengertian pajak dari beberapa sumber yaitu : 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa 

pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Djajadiningrat, (resmi : 2019) : “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, 

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman,menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi 

tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan 

umum.  

Menurut Rochmat, (dalam Mardiasmo:2016): “Pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)yang langsung dapat 

ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Halim dkk, 2014): “Pajak sebagai 

iuran masyarakat pada negara ( yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)dengan 

tidak dapat prestasi kembali yang dapat di tunjukan secara langsung dan yang 

digunakan untuk membiaya pengeluaran -pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka 

pengertian pajak secara umum adalah suatu kewajiban serta peran aktif warga negara 

dan anggota masyarakat lainnya untuk membiaya keperluan negara berupa 
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pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atas dalam undang-undang dan 

peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. 

Da lsa lr hukum pemungutaln pa ljalk da leralh da ln retribusi daleralh a lda llalh Unda lng-

unda lng No. 18 Ta lhun 1997 tentalng Pa lja lk Da leralh da ln Retribusi Da leralh seba lga limalna l 

telalh dialtur teralkhir denga ln Unda lng-unda lng No. 28 Ta lhun 2009. 

Menurut Undalng-unda lng No. 28 Ta lhun 2009 ya lng dima lksud denga ln Pa ljalk 

Da leralh ya lng sela lnjutnya l disebut paljalk a ldalla lh kontribusi waljib paljalk kepalda l daleralh 

ya lng terutalng oleh oralng priba ldi alta lu balda ln ya lng bersifa lt memalksa l berdalsa lrka ln 

Unda lng-unda lng, denga ln tida lk mendalpa ltka ln imballaln secalra l lalngsung da ln diguna lkaln 

untuk keperlualn da leralh ba lgi sebesa lr-besa lrnya l kema lkmuraln ralkya lt. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Pasal 1 ayat 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dan Kota Palembang adalah sebagai salah satu 

daerah yang ikut melaksanakan otonomi daerah sendiri guna membiayai pembangunan 

di daerahnya. 

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 sebagai berikut : 

a. Pendapatan Asli Daerah yang disebut Pendapatan asli daerah terdiri dari 4 yaitu :  

1) Hasil pajak daerah 

2) Hasil retribusi daerah 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah 

b. Dana Perimbangan, yaitu Dana yang bersumber dari pendapatan. 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah 

untuk menandai kebutuhan. 

d. Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi daerah. “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Adapun Pajak yang di pungut oleh pemerintah Kota Palembang terdapat 11 jenis pajak, 

di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Parkir 

6. Pajak Penerangan Jalan 

7. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 

8. Pajak Sarang Burung Walet 

9. Pajak Air Bawah Tanah 

10. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 

11. Pajak Bumi dan Bangunan 
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Pengertia ln paljalk reklalme Menurut Calrunial Mulya l Firda lusy (2017), a ldalla lh : “Pa ljalk 

reklalme aldalla lh palja lk altals penyelengga lra laln reklalme, dimalna l reklalme didefinisikaln 

seba lga li bendal, a lla lt, perbualtaln a ltalu media l ya lng menurut bentuk daln cora lk ra lga lmnya l 

untuk tujualn komersiall”. 

Alda lpun Menurut Alries Dja lenuri (2012), mendefinisikaln Palja lk Reklalme aldalla lh : “Pa ljalk 

reklalme alda llalh pa ljalk a lta ls penyelengga lra laln reklalme. Reklalme alda llalh benda l, a llalt, 

perbualta ln a ltalu medial ya lng menurut bentuk da ln cora lk ralga lmnya l untuk tujua ln komersia ll, 

diperguna lka ln untuk memperkenallkaln, menga lnjurka ln a ltalu memujikaln sua ltu ba lralng, jalsa l 

a ltalu ora lng, a lda lpun untuk menalrik perha ltialn umum kepalda l sua ltu balra lng, ja lsa l, a ltalu 

ora lng ya lng ditempaltkaln altalu dilihalt, dibalcal, daln a ltalu di denga lr dalri sualtu tempalt oleh 

kecualli ya lng dila lkukaln oleh pemerintalh”. 

Menurut Peralturaln Deralh Kota l Pa llemba lng Nomor 14 Talhun 2010 tentalng Pa ljalk 

Reklalme Ba lb 1 Palsa ll 1 balhwa l Reklalme a ldalla lh bendal, allalt, perbualtaln a ltalu medial ya lng 

bentuk daln coralk diralnca lng untuk tujualn komersiall memperkenallkaln, menga lnjurka ln, 

mempromosikaln a ltalu mena lrik perhaltialn umum terhalda lp ba lra lng, ja lsa l, ora lng, a lta lu ba lda ln 

ya lng da lpa lt dilihalt, dibalcal, didenga lr, dira lsa lkaln da ln/a lta lu dinikmalti oleh umum. Jaldi 

pa ljalk reklalme aldalla lh palja lk ya lng menyelengga lra lka ln reklalme. 

Menurut Siti Kurnia l Ralha lyu (2017) ya litu “Sa lnksi perpaljalka ln iallalh seba lga li kontrol a ltalu 

pengewa lsa ln da lri pemerintalh untuk menjalmin di talaltinya l pera lturaln-pera lturaln oleh 

wa lrga l nega lra l a lga lr tida lk terjaldi pelalngga lra ln kewa ljibaln perpaljkaln oleh waljib palja lk”.   

Da llalm undalng-unda lng perpa ljalka ln terdalpa lt dual sa lnksi perpaljalka ln ya lng terdiri salnksi 

a ldministralsi daln sa lnksi pidalnal. Alnca lma ln terhalda lp pelalngga lra ln sua ltu normal perpaljalka ln 

a ldal ya lng dia lncalm denga ln sa lnksi a ldministra lsi sa ljal, a ldal ya lng dia lncalm sa lnksi pidalna l sa ljal 

da ln alda l pulal ya lng dia lncalm denga ln sa lnksi a ldministralsi da ln sa lnksi pidalna l. 

Alda l bebera lpa l fa lktor ya lng mempenga lruhi pemunguta ln palja lk reklalme di ba ldaln 

pengelolala ln palja lk dalera lh kotal pa llembalng ya litu : 

1) Ma lsih balnya lk wa ljib paljalk reklalme ya lng tida lk sesuai dengan prosedur sehingga 

wajib pajak tidak mela lporkaln SPTPD tepa lt walktu. Jikal sa ljal waljib paljalk melalporkaln 

SPTPD seca lra l benalr da ln tepalt wa lktu malka l Ba lda ln Pengelola laln Pa lja lk Da leralh Kotal 

Pa llembalng tida lk begitu mendalpa ltaln kenda llal da llalm pemungutaln pa ljalk. 

2) Ba lnya lk wa ljib pa ljalk ya lng tida lk membalya lr pa ljalk sesua li ta lrif ya lng suda lh diteta lpka ln 

da llalm sura lt ketetalpaln pa ljalk da leralh . Kura lngnya l kesa lda lra ln wa ljib paljalk da llalm 

membalya lr palja lk sesuali SKPD da ln itu menyeba lbkaln da lri sallalh sa ltu tidalk 

tereallisalsinya l a lngga lra ln pa ljalk reklalme. 

3) Ba lnya lknya l pema lsa lnga ln objek paljalk reklalme lialr talnpa l izin daln juga l tidalk mengurus 

pa ljalknya l. Jikal sa lja l wa ljib paljalk melalkuka ln pemalsa lnga ln objek reklalme lialr terlebih 

da lhulu melalkuka ln izin da ln mengikuti proses da lla lm pemalsa lnga lnya l bisa l diha lra lpka ln 

reallisa lsi pa ljalk reklalme mencalpa li a lngga lra lnnya l. Ka lrena l sa lla lh sa ltudalri penentualn 

talrget a lngga lra ln a lda lla lh denga ln melihalt perkembalnga ln seca lral la lngsung ya lng a lda l di 

kotal pa llembalng. 

Ma lsih rendalhnya l regula lsi alta lu peralturaln ya lng dila lkukaln ba ldaln pengelolala ln pa ljalk 

da leralh kotal pallembalng terha lda lp waljib paljalk ya lng tidalk paltuh alka ln paljalknya l. 

Dika lrenalka ln malsih rendalhnya l ketega lsa ln petuga ls pa ljalk da llalm melalkuka ln 

regula lsi/pera lturaln terhaldalp wa ljib palja lknya l da ln dalpa lt terlihalt dalri belum tercalpalinya l 

reallisa lsi penerimalaln pa ljalk reklalme. 

Menurut Beni (2016), Efektivita ls a lda llalh hubunga ln a lnta lral output da ln tujualn a ltalu da lpalt 

juga l dikalta lkaln merupalka ln ukuraln seberalpa l jaluh tingka lt output, kebijalka ln daln prosedur 

da lri orga lnisa lsi. 
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METODE PENELITIAN 
Penelitialn ini mengguna lka ln pendeketaln metode kualntitaltif. Menurut Sugiyono (2021), 

metode penelitian kuantitatif dapat diaratikan sebagai metode penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan intrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. 

Popula lsi dalla lm penelitialn ini ya litu la lpora ln talrget da ln reallisalssi penerimala ln pa ljalk 

daerah Tahun 2015-2021 di Ba ldaln Pengelolala ln Paljalk Da leralh Kota l Pa llembalng. sa lmpel 

ya lng diguna lka ln da llalm penelitialn ini a ldalla lh da ltal Ta lrget da ln Rea llisalsi Penerimala ln Pa ljalk 

Da leralh Talhun 2019-2021. Menurut Sugiyono (2021), sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sehingga jumlah sampel yang diambil 

harus dapat mewakili populasi pada penelitian. 

Teknik pengumpulaln da ltal ya lng diguna lka ln penulis dalla lm penelitialn ini ya litu teknik 

dokumentasi dan studi pustaka. Metode alna llisis dalta l ya lng diguna lka ln da llalm penelitialn 

ini alda llalh a lnallisis kompalra ltif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Menurut Beni (2016), Efektivita ls a lda llalh hubunga ln a lnta lral output da ln tujualn a ltalu da lpalt 

juga l dikalta lkaln merupalka ln ukuraln seberalpa l jaluh tingka lt output, kebijalka ln daln prosedur 

da lri orga lnisalsi. Efektivitals juga l berhubunga ln denga ln deralja lt keberhalsilaln sua ltu operalsi 

pa ldal sektor publik sehingga l sua ltu kegia ltaln dika ltalka ln efektif jikal kega lia ltaln tersebut 

mempunya li penga lruh besa lr terha lda lp kemalmpuanl menyedia lka ln pelalya lna ln ma lsya lra lkalt 

ya lng merupa lkaln sa lsa lra ln ya lng tela lh ditentuka ln. 

Efektivitals pa ljalk reklalme mengga lmba lrka ln kemalmpualn pemerintalh da leralh da llalm 

mereallisalsika ln palja lk reklalme ya lng na lntinya l diba lndingka ln denga ln ta lrget ya lng 

ditetalpka ln berdalsa lrkaln potensi riil dalera lh. Efektivitals terkalit paldal hubunga ln a lntalra l 

ha lsil ya lng diha lra lpka ln dengaln ha lsil ya lng sesungguhnya l dica lpa li. Untuk menjalwa lb 

pertalnya la ln penelitialn ya lng perta lmal terka lit efektivitals pemunguta ln pa lja lk reklalme di 

Kota l Pa llembalng ta lhun 2019 sa lmpa li 2021, malka l diguna lka ln formulal sebalga li berikut: 

            
                                  

                    
      

Setelalh mendalpa ltkaln da ltal terkalit talrget da ln reallisalsi penerimalaln pa ljalk reklalme Kota l 

Pa llembalng talhun 2019 salmpa li 2021, ma lkal dalta l tersebut dalpa lt diolalh mengguna lkaln 

rumus efektivitals sehingga l mendalpa ltkaln ha lsil sebalga li berikut: 

Talhun 2019 = 
              

              
       = 97,81 % 

Talhun 2020 = 
              

              
       = 61,03 % 

Talhun 2021 = 
              

              
       = 127,44 % 

Da llalm menjalwa lb pertalnya la ln penelitialn mengena li efektivitals pemunguta ln pa ljalk 

reklalme di Balda ln Pengelolala ln Pa ljalk Da leralh Kota l Pa llembalng, ma lka l dalta l ya lng 

diguna lka ln a ldalla lh talrget pa ljalk reklalme sertal reallisa lsi penerimalaln pa ljalk reklalme da ln 

PAlD. Ta lhun ya lng diola lh alda llalh talhun 2019 sa lmpali 2021. Daltal ya lng diperoleh telalh 

diringka ls seba lga li berikut: 
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Tabel 1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Palembang 2019-2021 

Tahun Target Realis  asi % 

2019 20.000.000.000,00 19.561.159.386,00 97,81 

2020 30.000.000.000,00 18.307.596.568,00 61,03 

2021 18.000.000.000,00 22.938.852.522,00 127,44 

Sumber: Ba lda ln Penda lpa ltaln Da leralh Kota l Pa llembalng, 2022 

Berda lsa lrka ln talbel 1, da lpalt dilihalt balhwa l selalma l 2019 sa lmpali 2021, Pemerintalh Kota l 

Pa llembalng menetalpkaln ta lrget palja lk reklalme ya lng meningka lt ta lhun 2019-2020 da ln 

menurun di 2021 ka lrenal pa lndemi Covid-19. Untuk rea llisalsi penerimala ln palja lk rekla lme, 

menurun dalri talhun 2019 ke talhun 2020, la llu meningka lt palda l talhun 2021.  

Alpa lbila l perhitunga ln efektivitals pemungutaln pa ljalk reklalme mengha lsilkaln persentalse 

ya lng melebihi 100%, malka l pemungutaln pa ljalk reklalme dikaltalkaln sa lnga lt efektif. Kriterial 

nilali kinerjal efektivitals da lpalt dilihalt palda l talbel sebalga li berikut: 

Tabel 2 

Kriteria Kinerja Efektivitas  

 

 

 

 

                    Sumber : Beni, 2016 

Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Kota Palembang Tahun 2019-2021 
Setelalh diketalhui halsil perhitunga ln daln kriterial da lri efektivitals pemunguta ln pa ljalk 

reklalme di Kotal Pa llembalng ta lhun 2019 sa lmpali 2021, selalnjutnya l ha lsil tersebut 

dimalsukka ln ke dalla lm talbel sebalga li berikut : 

Tabel 4.3 

Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Kota Palembang Tahun 2019-2021 

Talhun 
Talrget Pa lja lk 

Reklalme (Rp) 

Reallisa lsi Penerimala ln 

Pa ljalk Reklalme (Rp) 

Nilali Kinerja l 

Efektivitals 
Kriteria l 

2019 20.000.000.000,00 19.561.159.386,00 97,81 % Efektif 

2020 30.000.000.000,00 18.307.596.568,00 61,03 % Kura lng Efektif 

2021 18.000.000.000,00 22.938.852.522,00 127,44 % Sa lnga lt Efektif 

Sumber: Da lta l diolalh, 2022 

Berda lsa lrka ln Talbel 4.3 di altals da lpa lt diliha lt balhwa l pemungutaln pa ljalk reklalme di Kota l 

Pa llembalng ta lhun 2019 memiliki kriteria l efektif kalrenal tingka lt efektivitals ya lng dica lpali 

beralda l palda l kisalraln 90%-100%. Pa lda l 2020 memiliki kriterial kuralng efektif kalrenal 

tingka lt efektivitals ya lng dica lpa li beralda l palda l kisalraln 60%-80%, penuruna ln ini 

disebalbka ln kalrena l melonjalknya l wa lba lh penya lkit Covid 19, sehingga l mengha lruska ln 

wa ljib palja lk untuk mengura lngi a lktivita ls di lualr ruma lh/ ka lntor, da ln dimalna l pa lra l pela lku 

bisnis ha lrus sedikit menguralngi bia lya l promosi terutalmal pemesalna ln daln pemalsa lnga ln 

reklalme. Palda l ta lhun 2021 kriterial efektivitals pemunguta ln pa lja lk reklalme di Kota l 

Pa llembalng na lik menjaldi sa lnga lt efektif kalrenal tingka lt efektivitals ya lng dica lpali lebih dalri 

100% ya litu mencalpali 127,44%. 

 

Persentase Kriteria 

Dia ltals 100% Sa lnga lt Efektif 

90%-100% Efektif 

80%-90% Cukup Efektif 

60%-80% Kura lng Efektif 

Diba lwa lh Da lri 60% Tidalk Efektif 

http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/


JOURNAL  FAKULTAS EKONOMI 

GEOEKONOMI  UNIVERSITAS BALIKPAPAN 
 

37 
Jurnal GeoEkonomi ISSN-Elektronik (e): 2503-4790 | ISSN-Print (p): 2086-1117 

Volume 14 Nomor 01 Maret 2023 | DOI:  doi.org/10.36277/geoekonomi.V14i1.261 
http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi 

 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Reklame 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemui ada beberapa kendala yang menyebabkan 

kurang maksimalnya penerimaan hasil pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Palembang yaitu : 

1. Wa ljib palja lk reklalme ya lng tida lk sesuai dengan prosedur sehingga wajib pajak tidak 

melalporkaln SPTPD tepalt wa lktu. Menurut ketentualn, setialp bulalnnya l mulali talngga ll 1 

sa lmpali denga ln talngga ll 10 WP ha lrus melalporkaln omset bulaln sebelumnya l a lta lu 

menya lmpa lika ln Sura lt Pemberitalhualn Pa ljalk Da leralh (SPTPD) untuk ketetalpaln 

pa ljalknya l. Ka lrena l kallalu melewalti ketentualn tersebut alka ln dikenali dendal sebesa lr 25% 

da lri pokok palja lk ditalmba lh salnksi a ldministralsi berupal bunga l 2% sebulaln, dihitung 

da lri paljalk ya lng kura lng a ltalu terlalmbalt diba lya lr untuk jalngka l wa lktu palling lalma l 24 

bulaln dihitung sejalk sa lalt terutalngnya l pa ljalk. Tentu salja l jikal kewa ljibaln mengisi 

SPTPD tida lk dipenuhi malkal pa ljalk ya lng terutalng dihitung seca lra l jalbalta ln daln WP 

diberi salnksi sesua li denga ln ketentualn peralturaln perunda lnga ln ya lng berla lku. 

2. Wa ljib palja lk ya lng tida lk membalya lr pa lja lk sesua li talrif. Ta lrif paljalk juga l merupa lka ln 

sa llalh sa ltu fa lktor ya lng mempenga lruhi rendalhnya l kepa ltuha ln wa ljib palja lk da llalm 

membalya lrka ln palja lk. Talrif palja lk penting da llalm menentukaln beralpa l besalrnya l pa lja lk 

ya lng a lka ln dipotongka ln kepa lda l wa ljib pa ljalk. Pa lja lk reklalme dipungut denga ln ta lrif 

pa lling tinggi sebesa lr 25% ya lng ditetalpkaln denga ln peralturaln dalera lh malsing-ma lsing 

ka lrenal termalsuk jenis pa ljalk ka lbupalten/kota l. 

3. Pemalsa lnga ln pa lja lk reklalme talnpa l izin/lialr. Pemalsa lnga ln reklalme ya lng tida lk berizin 

tidalk halnya l merusa lk estetikal Kota l Pa llemba lng, ta lpi jugal merugika ln keualnga ln da lera lh 

ka lrenal tidalk membalya lr pa ljalk reklalme. Jikal terdalpa lt reklalme ya lng tidalk mentalalti 

peraltura ln perundalng–unda lnga ln ya lng berlalku ma lka l a lpalra lt penega lk hukum da lpa lt 

melalkukaln penega lka ln hukum. Melallui peraltura ln-pera lturaln ya lng telalh ditetalpkaln, 

malka l a ldal a lkibalt hukum alpa lbilal terdalpa lt ketentualn ya lng dila lngga lr. Alkiba lt hukum 

a ltals pelalngga lra ln terhalda lp izin reklalme tersebut selalin pembongka lraln juga l terdalpa lt 

sa lnksi aldministraltif ya lng ha lrus tetalp dilalksa lna lkaln da ln juga l ditega lkka ln demi 

kealdilaln. 

4. Rendalhnya l pera ltura ln ya lng diteralpka ln di BPPD. Berda lsa lrka ln   ha lsil Survei Indeks 

Kepua lsa ln Ma lsya lra lka lt (IKM) terha ldalp peyelengga lra laln pela lya lna ln pa ljalk di Ba lda ln 

Pengelola laln Pa lja lk Da leralh (BPPD) Kotal Pa llembalng, terdalpa lt 3 (tiga l) unsur 

pelalya lna ln denga ln nilali terendalh ya litu, 1) Persya lra ltaln denga ln keluhaln persya lra lta ln 

terlallu balnya lk, 2) Prosedur denga ln keluha ln prosedur terlallu berliku-liku, 3) Walktu 

pelalya lna ln denga ln keuha ln lalmal melalya lni malsya lra lka lt 

 

SIMPULAN 
Berda lsa lrka ln halsil penelitialn dialtals, ma lka l da lpalt disimpulkaln sebalga li berikut: 

1. Berda lsa lrka ln ha lsil perhitunga ln ra lsio efektifitals da lri talhun 2019-2021 penerima laln 

pa ljalk reklalme ya lng sa lnga lt efektif aldalla lh pa ldal talhun 2021 denga ln persentalse 127,44 

% (sa lnga lt efektif). Ha lsil ini menunjuka ln balhwa l ta lrget ya lng direa llisalsika ln oleh 

pemerintalh telalh tercalpa li balhka ln melebihi dalri talrget ya lng diinginka ln. Pa lda l 2019 

penerimala ln pa ljalk reklalme efektif denga ln persenta lse 97,81 %. Seda lngka ln 

penerimala ln pa ljalk reklalme ya lng tida lk efektif alda llalh pa lda l talhun 2020 denga ln 

persentalse 61,03% (tidalk efektif). Ha lsil ini menunjukaln balnwa l pa ldal ta lhun 2020 

reallisa lsi belum mencalpa li talrget ya lng diinginka ln. 
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2. Fa lktor-fa lktor ya lng mempenga lruhi pemunguta ln pa ljalk reklalme meliputi: wa ljib pa ljalk 

reklalme ya lng tida lk melalporkaln SPTPD tepa lt wa lktu, wa ljib paljalk ya lng tida lk 

membalya lr pa ljalk sesua li ta lrif, pemalsa lnga ln wa ljib pa ljalk reklalme talnpa l izin/lia lr, 

rendalhnya l pera lturaln ya lng ditera lpkaln di BPPD.  
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